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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Proses Pemotongan PPh Pasal 23 pada PT IAS dalam memberikan jasa kepada mitra kerjanya
 Dalam proses pemotongan PPh Pasal 23 di PT IAS melalui tahap-tahap sebagai berikut: 
1) Pada saat mitra membayar jasa servis, pihak PT IAS melakukan pemunggutan kepada mitra sejumlah 2% dari total jasa sebagai punggutan tarif  PPh Pasal 23. 
2) Memberikan bukti pemotongan yang telah diisi lengkap atau bukti potong yang asli.
3) Lembar pertama bukti pemotongan diserahkan kepada wajib pajak yang bersangkutan sebagai bukti pemotongan.
Dilihat dari ketiga tahapan tersebut sebetulnya sudah cukup jelas dan sederhana. Namun masih ada saja mitra kerja yang tidak mau dipotong PPh Pasal 23 karena belum memahami prosedur dan mekanisme pemotongannya. Untuk mitra kerja yang demikian, PT IAS menaikan harga jasa servis agar tetap menyetorkan PPh Pasal 23.
4.1.1.1. Proses Penyetoran
	Penyetoran pajak oleh pemotong dilakukan dengan cara mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1) 
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2) Besarnya potongan PPh Pasal 23 yang tercantum dalam bukti pemotongan selama satu bulan dijumlahkan.
3) Jumlah PPh Pasal 23 yang telah dipotong selama satu bulan disetor ke Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur nasional maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
4) Penyetoran dilakukan melalui Bank Persepsi yang telah terdaftar nama PT IAS. Lalu penyetor menerima SSP lembar 1 dan 3.
4.1.1.2. Proses Pelaporan
	Proses pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 yang ada pada PT IAS sebagai mana berikut:
1) Lembar ke-2 bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang dibuat selama 1 (satu) Bulan dicatat dalam Daftar Bukti Pemotongan Pajak (rangkap dua),
2) Bendahara atau Pemotong Pajak mengisi dengan lengkap dan benar form SPT Masa PPh Pasal 23 rangkap dua dilampiri lembar ke-3 SSP, Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dan lembar ke-2 bukti pemotongan.
3) Atas SPT Masa PPh Pasal 23 yang telah diisi lengkap beserta lampirannya, harus dilaporkan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur nasional maka pelaporannya dilakukan hari kerja berikutnya.
4) Bendahara menerima tanda terima pelaporan SPT dari kantor Pelayanan Pajak sebagai bukti telah melapor.  

4.1.1.3. Nilai Perolehan PPh Pasal 23 PT IAS
Pemotongan PPh Pasal 23 PT IAS selama pajak bulan Januari dan Februari, antara lain : Jasa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, Jasa teknik, Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandara Udara. 	Berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak bulan Januari dan Februari Tahun 2017, nilai perolehan PPh Pasal 23 yang dipotong adalah sebagai berikut. 
Tabel 4.1. Perolehan PPh Pasal 23 PT IAS
	Bulan
	Nilai Objek Pajak
	PPh yang dipotong

	Januari
	Rp 308.584.680
	Rp 6.171.694

	Februari
	Rp 138.221.242
	Rp 2.764.425



Penghasilan bruto merupakan nilai objek pajak PPh Pasal 23 sebagai pemotongan  jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong. Berikut contoh perusahaan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 PT IAS. Pertama, PT IAS melaksanakan kegiatan misalnya (sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara) pada mitra kerja samanya dan telah dipotong pada bulan Januari 2017 sebagai berikut:  
Penghasilan bruto PT IAS (termasuk PPN) = Rp 308.584.680, dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2%, PPh Pasal 23 = 2% x Rp 308.584.680 = Rp 6.171.694. PPh Pasal 23 yang dipotong PT IAS Rp 6.171.694. Kedua, Pada bulan Februari 2017 sebagai berikut: 
Penghasilan bruto PT IAS (termasuk PPN) = Rp 138.221.242, dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2%, PPh Pasal 23 = 2% x Rp Rp138.221.242 = Rp 2.764.425. PPh Pasal 23 yang dipotong PT IAS Rp 2.764.425.
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan Nilai Objek Pajak antara bulan Januari sebesar Rp 308.584.680 dan bulan Februari Rp 138.221.242. Masing-masing nilai objek pajak tersebut dikenakan tarif 2% sehingga besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong bulan Januari Rp 6.171.694 dan bulan Februari Rp 2.764.425. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa terjadi penurunan perolehan PPh Pasal 23 PT IAS yang drastis di bulan Feburari. Hal ini disebabkan oleh pendapatan penghasilan nilai objek pajaknya berkurang.
Dengan melakukan analisis proses pemotongan PPh Pasal 23 pada PT IAS yaitu : PPh Pasal 23 terutang = Tarif PPh Pasal 23 x Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam hal ini, tarif PPh Pasal 23 adalah 2 %.
DPP yang dimaksud adalah tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia tahap PT IAS meliputi beberapa tahap, yaitu : 1) Proses pemotongan PPh Pasal 23. 2) cara penyampaian, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. 3) Bentuk  penyetoran ke dalam Surat Setoran Pajak (SSP) dan pelaporan ke dalam SPT Masa PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26. 4) Permasalahan yang terjadi pada Proses Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT IAS. 
Pajak Penghasilan Pasal 23 Merupakan Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pada prinsipnya pelaksanaan PPh Pasal 23 dilakukan secara memberikan informasi dulu dan mengkoordinasi dulu kepada mitra kerjanya baik supllier maupun kontraktor dalam arti bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Selama masa pajak bulan Januari dan Februari 2017, PT IAS telah melakukan pemotongan terhadap PPh Pasal 23 Kepada mitra kerjasamanya atas seluruh kegiatan jasa dan sewa yang dilakukan.
4.1.2. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT IAS
4.1.2.1. Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23 
Bahwa menurut pegawai bagian pajak caranya direkap terlebih dahulu oleh PT IAS dalam sebulan lalu kita bayar ke Bank Persepsi.
4.1.2.2. Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 
Setelah itu baru kita laporkan  ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah kita terdaftar.
4.1.2.3. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT IAS
1) Bahwa menurut pegawai bagian pajak caranya direkap terlebih dahulu oleh PT IAS dalam sebulan lalu kita bayar ke Bank Persepsi.
2) Setelah itu baru kita laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah kita terdaftar.
Sistem yang Dilakukan oleh PT IAS  dalam Melakukan Pemungutan atau Pemotongan 
PT IAS dalam melakukan pemungutan atau pemotongan pajak menggunakan e-SPT PPh Pasal 23/26 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

4.1.2.5. Tata Cara Perhitungan di PT IAS 
PT IAS sudah tidak lagi menggunakan cara manual, tetapi sudah menggunakan sistem Zahire/Program Zahir.

4.2. Pembahasan 
Berikut ini akan dilakukan pembahasan untuk membandingkan proses pemotongan PPh Pasal 23 di PT IAS apakah sudah sesuai dengan PMK Nomor 244/PMK.03/2008 ataukah belum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan hasil pembahasan sebagai berikut.
4.2.1. Pemotongan PPh Pasal 23 pada PT IAS Berdasarkan PMK-244/PMK.03/2008
Berdasarkan hasil penelitian, rumus dalam menghitung PPh Pasal 23 yang ada di PT IAS telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 pajak penghasilan pasal 23. Sesuai undang-undang perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 mengenai tentang pajak penghasilan, untuk menghitung pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan pesawat pajak tahun 2008 menggunakan rumus: 
1. Pemotongan untuk PPh Pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan Pesawat PPh Pasal 23, PT IAS melakukan pemotongan dengan tarif PPh Pasal 23 adalah 2 %. Teknisnya seperti berikut ini.
	PPh Pasal 23 atas jasa perbaikan = 2% x Bruto dari transaksi perbaikan.  Bruto (dari transaksi perbaikan) = (100/110) x Nilai Kontrak 
2. Pemotongan untuk Perkiraan Penghasilan Netto (PPN) Perkiraan Penghasilan Netto (PPN) = 10% dari bruto Berikut adalah perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan berdasarkan data masa pajak bulan Januari 2017 yaitu 5 transaksi yang diperoleh pada PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES. 
Tabel 4.2
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Rumus yang digunakan di PT IAS yaitu PPh Pasal 23 = 2% x Penghasilan bruto(NOP), Contoh perhitungannya seperti ini: PPh Pasal 23 = 2% x Rp 2.800.000 = Rp 56.000.
	Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 adalah sebesar 2 %, hal ini staf karyawan PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES sudah melakukan pemotongan pajak penghasilan atas jasa perawatan  pada tahun 2008. Oleh karena itu pemotongan yang dilakukan oleh PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES sudah melakukan kesesuaian undang-undang yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. Sehingga dalam penghitungannya PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES sudah tidak mengalami kesalahan dalam proses pemotongan yang dilakukan atas jasa perbaikan pesawat. 
	Selain perolehan pemotongan diatas PT IAS mempunyai data 8 transaksi yang telah dievaluasi penghitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan pesawat pada PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES. Berikut ini adalah hasil pemotongan pajak penghasilan masa pajak bulan Februari 2017.
Tabel 4.3
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PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES sebagai Pemotong Pajak/wajib Pajak, telah memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 memotong pajak yang terdiri atas mitra kerja samanya maupun jasa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandara udara serta jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008, karena terlalu luasnya jasa yang terdapat dalam Pajak Penghasilan Pasal 23. Pada PT IAS penulis memperoleh data berupa Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada masa Januari dan masa Februari tahun 2017 yang berisi SPT Masa dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.
PT IAS harus melakukan kewajibannya untuk memotong dan  memunggut PPh Pasal 23 pada penerima hasil, yaitu mitra kerja samanya. Pelaksanaan tersebut tentunya harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang digunakan merupakan peraturan perpajakan pasal 23 yang berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. Proses Pemotongan PPh Pasal 23 pada PT IAS untuk jasa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandara udara serta jasa lain yang tentunya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.
Perolehan Pendapatan penghasilan PPh Pasal 23 yang ada di PT IAS yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21 dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari nilai objek pajak ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh Pasal 23 = 2% X 10% X Penghasilan Bruto (NOP). Penghasilan bruto merupakan nilai transaksi PPh Pasal 23 sebagai dasar pemotongan jumlah PPh Pasal 23 yang di potong.


4.2.2. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT IAS berdasarkan riset terdahulu.
Sebagai sebuah perusahaan yang besar dan taat aturan, PT IAS sudah melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan regulasi peraturan perpajakan dan mengikuti prosedur dalam teori-teori para ahli dalam studi pustaka. Setelah dibuktikan memang benar-benar PT IAS sudah melakukan kewajibannya sebagai penyetoran dan  pelaporan PPh Pasal 23 yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.  Berdasarkan penelitian  utomo PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) dalam proses pemotongan dan pelaporan serta penyetoran pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 sudah tidak lagi menggunakan sistem manual,tetapi menggunakan sistem e-SPT PPh Pasal 23 yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), selain menggunakan sistem  e-SPT PT IAS juga menggunakan sistem Zahire/program  zahir. 
Proses pemotongan PPh Pasal 23 pada PT IAS tersebut sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang digunakan yaitu PMK/No.244.03/2008. PT IAS sudah melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 dan telah menghitung dengan benar dan memenuhi kewajibannya.  
  Dengan demikian PT IAS penyetoran dan pelaporanya sudah tidak terjadi keterlambatan dan tidak ada kekeliruan dalam menyampaikan bukti-bukti transaksi perolehan pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal  23nya.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut  diatas maka perusahaan PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES telah menganalisis proses pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 yang terdiri dari : 
a. Objek PPh Pasal 23 yang di potong pada PT IAS
Berikut adalah Objek PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) Hgr IV Lapangan Udara Pondok Cabe:
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengggunaan harta yang meliputi sewa kendaraan angkutan darat dengan tarif  2%. Sewa kendaraan angkutan darat meliputi: a) Bus, Minibus, taksi yang disewa, untuk jangka waktu tertentu. b) Milik persewaan mobil, milik pribadi yang disewakan. c) Truck, mobil derek dan sejenisnya yang disewa oleh perusahaan kegiatan usaha.
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat, dengan tarif 2%, meliputi: a) Sewa sound system, b) Sewa tenda, c) Sewa Komputer dan printer, d) Sewa meja, kursi dan, e) Sewa peralatan lainnya kecuali sewa angkutan darat dan sewa tanah atau/dan bangunan. 
3. Dividen dengan tarif 15%.
4. Bunga yang terdiri dari bunga pinjaman dengan tarif 15%.
5. Royalti, dengan tarif 15%.
6. Hadiah dan pengharapan dengan tarif 15%.
7. Jasa Teknik dengan tarif 2%.
8. Jasa Manajemen dengan tarif 2%.
9. Jasa Konsultan kecuali Konsultasi Konstruksi, dengan tarif 2% meliputi: a) Jasa studi dampak lingkungan, b) Jasa survey, c) Jasa Peneltian, d) Jasa Apraisal, e) Jasa konsultan lainnya.
10. Jasa Instalasi/pemasangan dengan tarif 2%. Jasa instalasi, meliputi: a) Pemasangan mesin. b) Pemasangan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel. c) Jasa pemasangan peralatan.
11. Jasa Akuntansi,  dengan tarif 2%.
12. Jasa Perancang, dengan tarif 2%.
13. Jasa Penunjang di Bidang Penerbangan dan Bandar Udara, dengan                tarif 2%.
b. Transaksi yang terjadi pada PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS)  Hgr IV Lapangan Udara Pondok Cabe 
1) Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23 PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS)  sebagai pemberi pekerjaan kepada mitra kerjanya seperti klien, supplier, maupun kontraktor untuk mengadahkan jasa teknik. Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 276.443.900, Perhitungan PPh Pasal 23: DPP Rp 276.443.900, PPh Pasal 23: 2% x Rp Rp 276.443.900 = Rp 5.528.678. Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 5.528.678, Bukti pemotongan : di lampirkan.
2) Penyetoran PPh Pasal 23 PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS), Surat Setoran Pajak (SSP): di lampirkan
3) Pelaporan PPh Pasal  23 PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS)
Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.
Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Januari  2017, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Februari 2017.
Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasionaltermasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
4) Sanksi
Sebagai pihak PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) yang memberi pekerjaan/membayarkan penghasilan kepada mitra kerjanya, sepanjang merupakan objek  PPh Pasal 23  wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 yang terutang. Apabila dalam pemeriksaan pajak diketahui tidak atau kurang memotong  PPh Pasal 23 yang terutang  tersebut, akan dikenahkan sanksi sebesar  pokok pajak (PPh Pasal 23 terutang) berikut denda 2 % perbulan. Bahkan bila diketahui ada unsur kesengajaan tidak menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut  hingga merugikan Negara, dapat diancam sanksi pidana.
5)   Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23
a. Hutang
Akun Hutang PPh Pasal 23 yang di akhir periode, perlakuan perpajakannya harus mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, yaitu saat mana yang lebih dahulu dilakukan antara saat pembukuan atau pembayarannya. Jika PPh Pasal 23 dicatat pada akhir periode maka harus disetorkan dan dilaporkan pada akhir periode.Transaksi yang terjadi PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) masa Januari 2017.
Maka jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut:
- Jurnal Kas Keluar (JKK)
	Biaya jasa teknik Rp 276.443.900,-
	Kas Rp 276.443.900,-
- Jurnal Kas Masuk  untuk pemotongan PPh Pasal 23:
	Kas Rp 5.528.678,-
	Hutang PPh Pasal 23 Rp 5.528.678,-
Menurut para ahli dan teori-teori yang didapat dari studi pustaka yang menyangkut proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan serta penghitungan PPh Pasal 23 di atas  bahwa PT IAS sudah melakukan kewajiban dan kesesuaian Undang-Undang perpajakan yang sudah berlaku pada masa Januari 2017 merupakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008, khususnya di Indonesia. 

36

50
image1.emf
PPh yang

Nomor Tanggal Dipotong (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

A.PPh Pasal 23

1 01.606.010.5-411.000KOPERASI KARYAWAN 000001/PPh 23/11/1/2017 2.800.000 56.000

PT.IDOPELITA AIRCRAFT SEVICESIAS/2017

2 01.606.010.5-411.000KOPERASI KARYAWAN 000002/PPh 23/26/01/2017 9.450.000 189.000

PT.IDOPELITA AIRCRAFT SEVICESIAS/2017

3 01.606.010.5-411.000KOPERASI KARYAWAN 000003/PPh 23/30/012017 142.288.535 285.771

PT.IDOPELITA AIRCRAFT SEVICESIAS/2017

4 06.704.067.5-072.00 DRS ANDY AGUS ALHADIS,SH 000004/PPh 23/30/01/2017 5.612.245 112.245

IAS/2017

5 02.235.493.0-429.00 PT. BAGAS NUSANTARA PUTRA 000005/PPh 23/30/01/2017 276.433.900             5.528.678 

IAS/2017

JUMLAH 308.584.680             6.171.694 

JUMLAH 0 0

masa pajak  : 01/2017

Sumber Data : Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 PT. INDOPELITA AIRCRAFT SERVICES (PT. IAS) 

Tabel : 1.1

No NPWP Nama

Bukti Pemotongan

Nilai Objek 

Pajak (Rp)

B. PPh Pasal  26
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PPh yang

Nomor Tanggal Dipotong (Rp)

1 3 4 5 6 7

A. PPh Pasal 23

1 CV. MERPATI MAJU JAYA 000006/PPh 23/ 06/02/12017 500.000 10.000

IAS/2017

2 CV. MERPATI MAJU JAYA 000007/PPh 23/ 06/02/12017 500.000 10.000

IAS/2017

3 PT. KALIMAN 000008/PPh 23/ 10/02/12017 9.650.000 193.000

IAS/2017

4 PT. KALIMAN 000009/PPh 23/ 10/02/12017 1.825.000 36.500

IAS/2017

5 KOPERASI KARYAWAN  000010/PPh 23/ 27/02/2017 54.000.000 1.080.000 

PT.INDOPELITA AIRCRAFT SERVICES IAS/2017

6 KOPERASI KARYAWANT SERVICES 000011/PPH23/  27/02/2017 17.146.242 342.925

PT.INDOPELITA AIRCRAFT SERVICES IAS/2017

7 KOPERASI KARYAWAN  000012/PPH23/ 27/02/2017 28.000.000 560.000

 PT.INDOPELITA AIRCRAFT SERVICESIAS/2017

8 KOPERASI KARYAWAN  000013/PPH23/ 27/02/2017 26.600.000 532.000

 PT.INDOPELITA AIRCRAFT SERVICESIAS/2017

JUMLAH 138.221.242 2.764.425

JUMLAH 0 0

Sumber data : Daftar bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 PT. INDOPELITA AIRCRAFT SERVICES (PT. IAS) 

B. PPh Pasal  26

Tabel : 2.2



masa pajak  : 02/2017



01.606.010.5-411.000



01.606.010.5-411.000



01.962.430.3-415.000



01.606.010.5-411.000

01.606.010.5-411.000

Nilai Objek 

Pajak (Rp)

2

01.962.430.3-415.000

No NPWP Nama

Bukti Pemotongan

01.999.654.5-017.000



01.999.654.5-017.000


